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ABSTRAK 

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah Pemerintah wajib mengadakan 

pendaftaran tanah. Menurut Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA, kegiatan pendaftaran 

tanah adalah pemberian surat tanda bukti hak, berlaku sebagai alat bukti yang kuat 

ditandai dengan terbitnya sertipikat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. 

Dalam sengketa pertanahan yang terjadi, berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan 

Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa pertanahan 

salah satunya penyelesaian terkait sertipikat ganda. Sertipikat ganda terjadi karena 

satu bidang tanah memiliki dua atau lebih sertipikat di lokasi yang sama. Akibatnya 

terjadi tumpang tindih sertipikat hak atas tanah salah satu alasnya jelas terdapat 

kesalahan. Permasalahan yang akan dibahas: 1) Bagaimana faktor yang 

menyebabkan terjadinya sertipikat ganda di Kelurahan Kuranji? 2) Bagaimana 

penyelesaian sengketa sertipikat ganda hak milik tanah di Kelurahan Kuranji oleh 

Kantor Pertanahan Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

yuridis empiris dengan sifat penelitian deskrif analisis. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: 1) Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa sertipikat ganda di 

Kelurahan Kuranji adalah kesalahan dari pemilik karena tidak digarap dan dibiarkan 

tinggal, sehingga tanah dimanfaatkan oleh pihak lain dengan mendaftarkan kembali 

sertipikat. Faktor dari Kantor Pertanahan belum ada peta digital saat itu pemetaan 

masih dilakukan secara manual, dan kurangnya tertib administrasi pada masa itu 

sehingga berdampak dimasa yang akan datang. 2) Kemudian dilakukan penyelesaian 

terhadap sengketa tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota 

Padang dalam penyelesaian sengketa sertipikat ganda sudah dilaksanakan atau tidak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyelesaian dimulai dengan 

pemanggilan kedua pihak, para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui 

mediasi dengan menjual tanah dan membagi dua hasil penjualan sama banyak.  
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